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Abstrak
 

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19

UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk

menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan suatu sertifikat, yang

di dalamnya tercantum nama pemegang hak bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat,

artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya

harus dianggap benar. Setiap peralihan hak atas tanah akan dicatat dalam sertifikat. Begitu pentingnya

pendaftaran hak atas tanah, terutama untuk tanah bekas Hak Barat, harus didaftarkan dan dikonversi menjadi

hak yang dikenal dalam UUPA. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang tanah

bekas Hak Barat adalah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun,

jika tidak diperpanjang maka tanah kembali menjadi Tanah Negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3640/K/PDT/2016, Penggugat merupakan penghuni tanah warisan, namun tidak

pernah mendaftarkan haknya. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam

sertifikat. Dalam penulisan ini akan dibahas analisa mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang berhak

atas Tanah Sengketa dan bagaimana status hukum dan kepemilkan hak atas tanah tanah Sengketa. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan

metode analisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisa terhadap Putusan dapat disimpulkan

bahwa Putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku, UUPA dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Penggugat bukan merupakan ahli

waris yang berhak atas tanah dan tanah dilekati Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat.

......Inheritance is an affair that can caused transfer Land Rights. Article 19 UUPA emphasizes that it is

compulsory to every Land Rights holder to register their right, in order to guarantee the right certainty and

the legal certainty, also to provide information for the party in needs, including the Government. Land

Registration regulated specifically on Government Regulation Number 24 the Year 1997, that complement

the previous regulation, Government Regulation Number 10 the Year 1961. Land Rights holder who register

their land will be given a certificate, which consists the name of the person holds the land right. Certificate is

an absolute evidence, meaning as long as it cannot be proved otherwise, physical and legal data written on it

shall be considered true. Every transition of land rights will be noted on the certificate. Land registration is

so important, especially for the former Colonial Land Rights, that is has to be registered and converted to the

rights that recognized by UUPA. One of the rights that can be given to the holder of former Colonial Land

Rights is Building Rights. Building Rights can be given for as long as 30 years, and if it is not extended then

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467656&lokasi=lokal


the land status is returned to the State and consider as States`s Land. In a case which is written in Putusan

Mahkamah Agung Republic Indonesia Number 3640 K PDT 2016, a dispute occurs because Plaintiff`s,

whom lived on an Inheritance Land, does not asked for approval from Defendant when the Defendant is

going to sell the land. Defendant feels they have the rights to sell the land since his her name is written on

the land certificate. Research method used in this Thesis is juridical normative, data type used is secondary

data and method of analysis used is qualitative method. The results of the analysis concluded that the verdict

has been in accordance with Indonesia Inheritance Law, UUPA and Government Regulation Number 24 the

Year 1997 about Land Registration, that Plaintiff is not the rightful heir of the land and the Inheritance Land

status is under Building Rights on behalf of Defendant.


